
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 

NOMOR 2 TAHUN 2010 

T ENTANG 

PERUSAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
KOTA PALEMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEM BANG, 

a, bahwa dalam upaya mengoplim13lkan tugas .dan (ungsi Lembaga 
Teknis Daerah ser:ta dalam rangka meningkatkan pelayanan 
Masy.arakal di Bidang Perijinan, sejalan dengan Per;aturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di 
Oaerah, peril) meninjau dan merubi:ih Peraturan Daer,ah Kola 
P.alenibang Namer 10 Tahun 2.008 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kata 
Palembang 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a dialas1 Perubahan Peraturan 
Daerah Kota Palemb'ang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, perlu 
mena.mbahkan Kantor Pelayanan Perijinar-1 Terpadu Kata 
Palembang. 

o. bahwa berdasarkan p,ertimbangan sebagaimana di maksud pada 
huruf a dan b, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan alas Peraturan Daerah Kola Palemb<1ng Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kola Palembang. 

1. Undang-Unctang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembehtukail 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Seiatan (Lembaran 
Negara RI Tatum 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 182'1); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tah.un 2004 tentang Pembenlukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun .2004 
Nomor 53, T ambahan Lembaran Negara Nomor '1389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Norrior 4437) ·seba_gaimana telah d1ubah terakhir 
kali dengan Undcjn.g-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004- tentang 
Pemerintahan Daei ah (Lembar-an Negara RI Tahun 2008 Nomor 
59, lambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirhbangan 
Keuangan Antara Pemeriritah Puset dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negarsa Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Nom9r 5038); 

6. Petaturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daer.ah 
Provlnsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737): 
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7. PeratuFan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Orgtmisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negaca RI Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pede.man Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Salu Plntu 
(PTSP); 

9. Pera\ui'an Menteri Dalam Neg~ri Nomor 57 Tahun 2097 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

10. Peraluran Meoteri Nomor 20 Tahun 2008 lentang Urusan 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerj.a Unit Pelayanan Perijinan 
Terpadu di Daerah; 

11. Peraturan Qa1;1rah Kota Palemb~ng Nomor 6 Tahun 200? tentang 
Urusan Pemerintanan Kola Palembang, (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

12. Pe~aturan Da~rah Kota ,Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2008 
NomorQ); . 

13. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 10 Tahun 20081entang 
PembentukaA, svsunan Organlsasl dan Tata KerJa Lembaga 
Teknis Daerah Kola Palembang (lembar,m Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 10): 

14. Peraluran Oaerah KQla Palembang No.mor 11 Tahun 2008 !ent.ing 
Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2008 
Nomor 11); 

.Oengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

dan 

WALIKOTA PALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG fERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 
2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA LEMBAGATEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kola Palembang 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perribentukan, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang 
(Lembaran Daerah K9ta Palembang Tahun 2008 Nomor 10),diubah 
sebagai berikut : 

A. BAB II Pembentukan, Pasal 2 ayal (2) diubah sehiogga Pasal 2 
berbunyi sebagai betikut : 
1. lnspektoraL 
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
3. Sadan Kesatuan Bangsa, dan Perlindungan Masyarakat 
4. Sadan Lingkuangan Hidup 
5. Sadan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 
6. Sadan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi 
7. Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 
8. Sadan Kepegawaian Daerah dan Diklat 
$. RSUD Palembang BARI 

10. Kantor Pe!;ay.inan Perijinan Terpadu. 



B. Penanibahan BAB baru, yaitu BAB XII.A, di baca sebagai berikut : 

BAB XII.A 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Bagian Pertama 
Kedudukan , Tugas Pokok Dan Fungsi 

Pasal 43A 

(, ). Kantor Pelayanan Perijinan T erpadu adalah unsur pendukung 
tu_gas Walikola di bidang Pelayanan Perfjinan berd.asarkan 
kewenangan yang dlmirlki Pemerintah Kola sesuai dengan 
ketentuan Peraluran Perundang-undangan yang bertaku. 

(2). Kantor Pelayanan Perijihan Terpadu dlplmpin oleh seo(ang Kepala 
yang oerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikola melalui Sekretaris Daerah 

Pasal 438 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyal tugas pokok 
melaksanakan koordinasi den menyelenggarakan Pelayanan 
Administrasi di Bidang Perijihan secara Terpadl.l dengan prinsip 
Koordlnasi lntegrasi. sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan 
kepastian. 

P,:1sal 43 C 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagian di maksud 
dalam Pasal 43.b, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, mempurwa1 
fungsI : 
a. Pelaksanaan penyui;;unan prograrri 
b. Penyelenggaraan pelayanan pen"jinan dan non perizinan yang 

menjadl kewenangan Pemerintah Kola. 
c. Pengelolaan.adminislrasi perijinan dan non perijinan 
d. Pelaksanaan ko0<dinasi proses pelayanan perijinan 
e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan. 

Pasal 43 D 

Kepala Kant0< Pelayanan Perijinan Terpadu memp~nyai 
kewenangan menandatan'gani perijinan atas nama Wahkota 
berdasarkan pendelegasian wewenang dari WaHkota. 

Bagian Kedua 
Susunan Or,ganisasi 

Pasal 43 E 

(1 ). Susunan Organisasl Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, 
terdiri dari : 
a. Kepala kantor 
b. sub Bagian Tata Usaha 
c, Seksi Pelayanan 
d. Seksi lnf0<masi dan Pengembangan Klnerja 
e. Seksl Regu\asi dan Pelayanan Pengaduan 
f. Tim Teknis 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2 ). Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pen1inan Terpadu, 
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Pasa'l'43F 

(1).Tim Teknis sebagaimana dimaksug P<!Sal 43 E, ayat (1) huruf f 
terdiri dari Pejabat Saluan Kerja Perangkat Daerah terkait yang 
mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan 
bidangnya. 

(2).Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam 
rangka inemberikan rekomendasi mengenal dlte<ima atau di 
tolaknya suatu permohonan perijlnan kepada Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daer-ah yang secara Teknis terkail dengan Kantor 
Pelayanan Perl]inan Terpadu dan Kepala Kantor yang 
bersangkutan. 

(3).Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), bertanggung 
. Jawab kepada Kepala Kantor melalul Kepal~ Seksl P~layanan. 

C. BAB XIII eselonisa'sl, Pasal 44, di ubah dan di baca sebagai 
berikut : 
huruf.C. Sekretaris Ba_ctan, Direktur Bidang pads RSUD 
Palembang BARI, Kepala Kantor merupakan Jabatan Struklllral 
Eselon Ill.a 

D. BAB XV Tata Kerja Pasal 46.,di ubah dan harus dibaca sebagai 
berikut : 

(1). lnspektur, Direklur, Kep,ala Bagan, Kepala Kantor, Kepala 
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit 
Pelaksana Te.knis Badan di Llngkungan Lembaga Teknls 
Daerah dalam melaksan1:1kan tugas-tugasnya wajib menerapkan 
pnnsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar S<!luan organisasi di 
llngkungan Pemerintah Kota Palembang sesuai clengan 
lugas masing-masing. 

(2). lnspeklur, Olrektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretans, 
Kepala Bidarig, Kepala S.ub.Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit 
PelakS<lna Tekn1s Sadan bertanggungjawab memlmpin ctan 
mengkoordinasikan bawahannya mas1ng-masing dan memberikan 
bimbingan serta pelunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3). lnspektur, Direktur, Kepala Badan, Kepata Kantor, Sekrelaris, 
Kepala Bidang, Kepala Sub.Bagian, Kepala Seksi dan Kepata Unit 
Pelaksana Teknis Badan wajib mengikuli dan mematuh1 petunjuk 
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. serta 
menyampaikah laporan tepal waktu. 

(4). Seliap taporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasl dari 
bawahan diolah dan dlpergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjul. 

(5). Oalam hat lnspektur, Oirektur. Kepala Badan atau Kepala Kantor 
berhalangan. dapal menunjuk Sekretaris, Wakil Direktur, Kepala 
Bidang, Kep'ata Subbaglan atau Kepala Seksi dengan 
memperhatikan senroritas dalam danar urut kepangkatan. 

E. BAB XVI Pengangkatan ctan Pemberhenlian pasal 47, ayat (1) 
di ubah dan harus dlbaca sebagai berikut : 
Ayat (1) Kepala Sadan dan Kepala Kantor serta Pejabat-Pejabat 

leinnya di Lingkungan Lembaga T elmis Daerah di Angkat 
dan di berhentikan oleh Walikota sesuai de!)gan 
ketentuan Peraturan Perundang-1:indangan yang beriaku. 
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1-'asat II 

Peraturan Daerah lni mulai berlaku pada tanggal d1undangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahk,m pengundangan 
Peraturan Daerah lni dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Palembang. · · 

OlUndr 9't1n di PGJDMD.2rtQ 

pua ,,..,,~•' '- , l - 10to 
$fr, 0 £T •~'st C\AERAH 
r.or,. 11.-,iMaA.,G 

Ditetapkan di Palembang 
pa(la tanggal ~ jUU 2_010 

A PALEMBANG, 

H. EDDY SANTANA PUTRA 
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!!AGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR 
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG. 

LAMPIR.AN PER.ATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 
N0MOR . : ~ TAj-UN 201.0 

~ 
TfM TEKJ\IIS 

; 

KEPALA KANTOR 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

'· I 
I 

TANGGAL : b JU.U 2010 
Tl:NTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAl1 KOTA PALEMBANG 

NOMOR 10 TAHUN 200$ TENTANG Pi;MBENTUKAN. SUS\.JNAN 
OR<3ANISASI DAN iATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
K0TA-PALEMBANG . . 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

SEKSI PELAYANAN 

I 
SEKSI INFORMASI DAN SEKSI REGULASIDAN -

PELAYANAN PENGADUAN 

• • • • • • 

PENGEMBANGAN KINERJA 

DlundMg~on di r,••m'-"'i>IJ 
P•G• 1en1<110' b • f W 110 

SEKT,ET AAIS OAEA>J-1 
KOTA VAtEM9ANG 

~ . 
"t~\"\11\, 'M.1" 

.RMI OAf R.\H KO'M P/ 1 • 1,1· All" 
T AHUI, 2.oa(>• ~lOl,1,... < ~ 

I WALIKOTA PALEMBANG. 
I A ~ n. I\ 


